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: "Hasil Fotdc;pr

e.  Relief motif
Relief motif adalah suatu teknik security printing yang
dibentuk dengan pembengkokan pada areal tertentu
sehingga akan menimbulkan image seolah-olah desain

relief (motif) terkesan timbul.

Gambar 75 Contoh Relief Motif

Pengamanan dokumen elektronik

Pengamanan dokumen elektronik Naskah Dinas dilakukan

dengan metode sebagai berikut.

a. Membatasi akses arsip elektronik dalam rangka menjaga
integritas arsip elektronik serta mencegah

manipulasi/perubahan dan kerusakan arsip elektronik.
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Membangun keamanan sistem jaringan, seperti firewall
untuk melindungi sistem dari pihak yang tidak berhak.
Menginstall perangkat lunak untuk memfilter dan secara
rutin melakukan update untuk melindungi sistem dari
spam, DOS attack, malicious code maupun virus.
Menerapkan public key infrastructure, teknologi untuk
enkripsi arsip elektronik yang menjamin keamanan
transmisi arsip elektronik ke pihak lain.

Mengunci arsip elektronik dengan mode “read-only”.
Menerapkan teknologi tanda tangan elektronik yang
berfungsi untuk autentikasi.

Menyimpan arsip elektronik secara offline dan
membangun sistem backup dan pemulihan bencana.
Membangun dan menerapkan audit sistem secara

berkala.
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BAB VI
PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN,
DAN RALAT NASKAH DINAS

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat Naskah Dinas

harus jelas dan dapat menunjukan Naskah Dinas atau bagian mana

dari Naskah Dinas tersebut yang diadakan perubahan, pencabutan,

pembatalan, dan/atau ralat.

A. Pengertian

1.

Perubahan

Perubahan Naskah Dinas merupakan mengubah bagian
tertentu dari Naskah Dinas yang dinyatakan dengan lembar
perubahan.

Pencabutan

Pencabutan Naskah Dinas merupakan pernyataan bahwa
Naskah Dinas yang lama dicabut karena Naskah Dinas
tersebut bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat,
atau kebijakan yang baru ditetapkan.

Pembatalan

Pembatalan Naskah Dinas merupakan pernyataan bahwa
seluruh materi Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi
melalui suatu pernyataan pembatalan dalam Naskah Dinas
yang baru.

Ralat

Ralat Naskah Dinas merupakan perbaikan yang dilakukan
terhadap sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan

ralat dalam Naskah Dinas yang baru.

B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat

1.

Naskah Dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah,

dicabut, atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau
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dibatalkan dengan Naskah Dinas yang setingkat atau lebih
tinggi.

Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan,
dan pembatalan adalah pejabat yang menandatangani
Naskah Dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi
kedudukannya.

Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik,
dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani Naskah

Dinas.
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BAB VII

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas didasarkan

pada kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

a.

Penggunaan “atas nama” dapat dilakukan dalam hal

pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas

melimpahkan kepada pejabat di bawahnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan

“atas nama” meliputi:

1)

pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis;

2) materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas
dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
dan

3) tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan
Naskah Dinas berada pada pejabat yang
melimpahkan wewenang.

Contoh:

a.n. Ketua Mahkamah Agung

Sekretaris Mahkamah Agung,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Untuk Beliau (u.b.)

Ketentuan penandatanganan untuk beliau (u.b.) sebagai

berikut.

a.

Penggunaan “untuk beliau” dapat dilakukan dalam hal

pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada
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pejabat 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Penggunaan “untuk beliau” diletakkan setelah “atas

nama”.

Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah

Dinas melalui “untuk beliau” hanya sampai pejabat 2

(dua) tingkat di bawahnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan

“untuk beliau” meliputi:

1) pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai
dua tingkat struktural dibawahnya;

2) materi yang ditangani merupakan tugas dan
tanggung jawabnya;

3) dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk
sebagai pejabat pengganti (pelaksana tugas atau
pelaksana harian); dan

4) tanggung jawab berada pada pejabat yang telah
diberi kuasa.

Contoh:

Sekretaris Mahkamah Agung,
u.b
Kepala Biro Kepegawaian

Tanda Tangan

Nama Lengkap
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a.n. Ketua Mahkamah Agung
Sekretaris Mahkamah Agung,
u.b

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Pelaksana Tugas (Plt.)

a. Penggunaan “pelaksana tugas” dilakukan oleh pejabat
yang mendapat pelimpahan wewenang dari pejabat
definitif yang berhalangan tetap.

b. Pelimpahan wewenang “pelaksana tugas” harus dalam
bentuk tertulis.

c. Pelimpahan wewenang bersifat sementara sampai
dengan pejabat yang definitif ditetapkan.

d. Batasan kewenangan “pelaksana tugas” sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan
Organisasi

Tanda Tangan

Nama Lengkap
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Pelaksana Harian (Plh.)

a. Penggunaan “pelaksana harian” dilakukan oleh pejabat
yang mendapat pelimpahan wewenang dari pejabat
definitif yang berhalangan sementara.

b. Pelimpahan wewenang “pelaksana harian” harus dalam
bentuk tertulis.

c. Pelimpahan wewenang bersifat sementara sampai
dengan pejabat yang definitif kembali di tempat.

d. Batasan kewenangan “pelaksana harian” sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Tata Cara Penulisan
Tata cara penulisan nama jabatan, pejabat yang
menandatangani dan cap sama dengan ketentuan

penandatanganan naskah dinas atas nama sendiri.

B. Kewenangan Penandatanganan

L

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani
Naskah Dinas antar kementerian/lembaga yang bersifat
kebijakan/keputusan/ arahan/khusus berada pada Ketua
Mahkamah Agung, kecuali diatur lain oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani
surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan

dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
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Pelimpahan wewenang dan penandatanganan naskah dinas

korespondensi pelaksana tugas (Plt.) dan pelaksana harian

(Plh.) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang Berada di Bawahnya diserahkan kepada pejabat

setingkat/1 (satu) tingkat di bawahnya/pejabat yang
ditunjuk.

Dalam hal pimpinan Unit Organisasi/Unit Kerja belum

ditetapkan pejabat definitif, maka pejabat setingkat lebih

tinggi diatasnya menunjuk pelaksana tugas (Plt.) untuk
menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas

korespondensi atas nama (a.n.) dan untuk beliau (u.b.) di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya sebagai berikut.

a. Dilingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung
Panitera Mahkamah Agung dapat memberikan
pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah
Dinas dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Terkait administrasi perkara kepada Panitera
Muda Perkara.

2) Terkait administrasi umum kepada Sekretaris
Kepaniteraan.

b. Dilingkungan Kesekretariatan Mahkamah Agung

1) Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat
memperoleh  pelimpahan  kewenangan dan
penandatanganan naskah dinas tentang supervisi,
arahan mengenai rencana  strategis dan
operasional, termasuk kegiatan lain yang
dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

2) Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya dapat
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memperoleh  pelimpahan  kewenangan dan
penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Di lingkungan Badan Peradilan

Ketua/Kepala Pengadilan dapat melimpahkan

kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas

kepada Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan/Hakim.
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MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Ketua Wakil Ketua Pimpinan | Pimpinan Retue/ Kepala gl Ketga/ penai Pamterg sy Pejabat Administrasi
; : Ketua T, v T Pengadilan Tk Pengadilan Tk Sekretaris Tk
No Jenis Naskah Dinas Mahkamah Mahkamah d Tinggi Tinggi : X S I o i Tie
Agung Agung vuds Madya Pratama Banne can T Bangime ol Bancigidan Administrator | Pengawas | Pelaksana
Pertama Pertama Pertama

1s l Peraturan v - - _
2. Instruksi v v v v - v — _ - - -
3. ! Surat Edaran v v - 4 = _ - _ _

| i
4. . Maklumat v | = - - - _ . - _

: |
5 Prosedgr Tetap (Standar v I v v v v v B B B

, Operasional Prosedur) !
6. i Keputusan v ‘ v v v v v v — _
7. Surat Perintah /Surat v v v v v v v v / B B

Tugas

8. Memorandum v v v v v v v v v v -
9. | Nota dinas v v v v v v v v v v v
10. | Disposisi v v - v v v v v v v -
11. | Surat undangan internal v v v 4 v v v v v _ ~
12. | Surat dinas 4 v v v v 4 v v - - -
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. L5 s 4 ein Ketua/Kepala Wakil Ketua/Kepala Panitera dan Pejabat Administrasi
Ketua Wakil Ketua Pimpinan | Pimpinan . ; S
: . Mabitsnmah Ketua o e Pengadilan Tk Pengadilan Tk Sekretaris Tk
No | Jenis Naskah Dinas 1Tl Mahkamah Tinggi Tinggi - 3 ;
Muda Banding dan Tk Banding dan Tk Banding dan Tk | Administrator | Pengawas | Pelaksana
Agung Agung Madya Pratama
Pertama Pertama Pertama
Surat undangan
13. v v v 7 v v v 7 -
eksternal
14 | Surat perjanjian ¥ 4 4 v v v v v .
15. | Nota Kesepahaman v v v v v v v = =
16. | Surat Kuasa v v v v v v v v -
17. | Berita Acara v v v v v v v v v
18. | Surat keterangan v v v v v v v v v
19. | Surat Pengantar v v v v v v v v v
20. | Pengumuman v v v v v v v v =
21. | Laporan - v v 7 v v v v v
22. | Telaah Staff - v v v v v v v v
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Ruang Tanda Tangan

Ruang Tanda Tangan adalah tempat pada bagian kaki Naskah

Dinas yang memuat nama jabatan, tanda tangan, dan nama

pejabat yang menandatangani Naskah Dinas. Ketentuan

penandatanganan sebagai berikut.

L.
2
3«

Nama jabatan diketik lengkap dengan huruf pertama kapital.
Ruang tanda tangan paling kurang 4 (empat) spasi paragraf.
Nama pejabat yang bersangkutan diketik dengan huruf
pertama kapital, dan sesuai dengan ejaan yang digunakan
oleh yang bersangkutan.

Khusus untuk Naskah Dinas pengaturan dan penetapan,
penulisan nama jabatan dan nama pejabat, semuanya
dengan huruf kapital.

Cap dibubuhkan dengan menyinggung tanda tangan pejabat
yang bersangkutan sebagaimana yang tertera pada contoh
dibawah ini.

‘..4—A-Q::J§£pala Biro Perencanaan dan Organisasi
= ,?ﬁkan Urusan Administrasi Mahkamah Agung,
O\
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BAB VIII

PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, LOGO LEMBAGA

DAN CAP PADA NASKAH DINAS

Lambang negara, Logo lembaga, dan cap digunakan dalam tata

Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat

tetap dan resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam

penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di seluruh jajaran aparatur

pemerintah, perlu ditentukan penggunaan lambang negara, Logo, dan

cap pada kertas surat dan amplop.

A.

Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah

Dinas adalah sebagai berikut.

1.

Lambang negara digunakan dalam Tata Naskah Dinas
sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap
dan resmi.

Lambang negara digunakan pada Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua
Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung.
Lambang negara dapat digunakan pada Naskah Dinas
yang ditandatangani oleh pejabat yang menerima
pelimpahan wewenang.

Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala

surat secara simetris pada Naskah Dinas.

Penggunaan Logo

Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau

huruf yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai identitas

lembaga agar publik lebih mudah mengenalnya, dengan

ketentuan logo sebagai berikut.
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Penggunaan Logo Mahkamah Agung pada Naskah Dinas
oleh unit eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di
Lingkungan Mahkamah Agung untuk Naskah Dinas arahan
dan Naskah Dinas penetapan berupa keputusan
menggunakan Logo berwarna emas.

Penggunaan Logo Mahkamah Agung pada Naskah Dinas
selain yang disebutkan pada angka 1 oleh unit eselon
[/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah
Agung menggunakan Logo berwarna hitam.

Penggunaan Logo Mahkamah Agung pada Naskah Dinas
oleh unit eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Mahkamah Agung menggunakan Logo
berwarna hitam.

Penggunaan Logo pengadilan pada Naskah Dinas oleh
Ketua/Kepala  Pengadilan Tingkat Banding atau
Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama untuk Naskah
Dinas arahan dan naskah dinas penetapan berupa
keputusan menggunakan Logo berwarna hijau.
Penggunaan Logo pengadilan pada Naskah Dinas selain
yang disebutkan pada angka 4 oleh Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Banding atau Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Pertama menggunakan Logo berwarna hitam.
Penggunaan Logo pengadilan pada Naskah Dinas oleh selain
Ketua/Kepala  Pengadilan Tingkat Banding atau
Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama menggunakan
Logo berwarna hitam.

Logo sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 3
untuk Naskah Dinas arahan dan penetapan berupa
keputusan, angka 4 dan angka 6 untuk Naskah Dinas
arahan dan penetapan berupa keputusan disertai nama

jabatan dengan huruf kapital secara simetris.
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Logo sebagaimana disebutkan pada angka 2 dan angka 3
selain Naskah Dinas arahan dan penetapan berupa
keputusan, angka 5 dan angka 6 selain Naskah Dinas
arahan dan penetapan berupa keputusan ditempatkan di
sebelah kiri kepala pada Naskah Dinas;

Contoh Logo pada Unit Organisasi/Unit Kerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya sebagai berikut

Logo Ukuran : 17 mm x 22 mm

22 mm

Logo Hitam Mahkamah Agung Logo Emas Mahkamah Agung

Logo Hitam Pengadilan Lago Hijau Pengadilan



-188-

Penggunaan Cap Dinas

Cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol
suatu lembaga. Nama Lembaga yaitu Mahkamah Agung atau
Nama Pengadilan. Bentuk dan Spesifikasi Cap sebagai berikut:
Bentuk elips, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1
=420mm x 320mm, R2 = 400mm x 300mm, dan R2 = 300mm x
200mm. Tebal garis lingkaran R1 = + 0,8mm dan R2 = R3 = &

0,2mm.

Nama Unit Organisasi/Unit Kerja <

Logo Lembaga «
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BAB IX
PENUTUP

Tata Naskah Dinas ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan
Naskah Dinas guna terwujudnya tertib administrasi di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.






